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ABSTRACT 

Urban and regional development, stemming from rapid population growth, 

has led to an escalating demand for space. This developmental trajectory has 

resulted in changes in land use that are inconsistent with the Detailed Spatial Plan 

(RDTR). The control of spatial utilization plays a crucial role in managing these 

inconsistencies, particularly concerning agricultural land that has been converted 

to other functions. Development pressures frequently drive changes in the function 

of agricultural land within Canggu Village. This research aims to delineate the 

spatial distribution pattern of agricultural land nonconformity within the Detailed 

Spatial Plan, specifically within agricultural zones in Canggu Village, identify the 

causal factors of this agricultural land nonconformity, and propose both challenges 

and solutions to address these inconsistencies in Canggu Village. The methodology 

employed in this study is a mixed-methods approach, integrating spatial and 

descriptive analyses. The research findings indicate that agricultural land 

nonconformity within the Detailed Spatial Plan, particularly in agricultural zones, 

predominantly occurs in Banjar Padang Linjong, encompassing an area of 16.63 

hectares, with 5.43 hectares of this area being non-compliant within the Designated 

Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). The causal factors for agricultural 

land nonconformity in Canggu Village include community economic needs, urgent 

spatial demands, and insufficient dissemination of the Detailed Spatial Plan to the 

public. Although the government has undertaken various efforts to address and 

anticipate spatial utilization inconsistencies through spatial utilization control 

instruments, the Badung Regency Government itself has encountered 

implementation obstacles regarding these control instruments on agricultural land 

in Canggu Village, making it difficult to regulate structures that do not conform to 

designated land uses. 

Keywords: Agricultural Land, Land Use Nonconformity, Spatial Utilization 

Control 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena perluasan wilayah kota (urban sprawl) menjadi isu yang relevan 

dengan meningkatnya urbanisasi secara global (Utami dkk., 2022). 

Perkembangan kota yang pesat terutama akibat pertumbuhan penduduk 

berpengaruh terhadap kebutuhan ruang, sehingga pada era industri, kebutuhan 

ruang yang melebihi ketersediaannya memicu kompetisi yang mengakibatkan 

berbagai pelanggaran dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang (Rasniardhi 

dkk., 2021). Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih penggunaan tanah dan 

perubahan fungsi ruang dari sektor pertanian menjadi sektor non pertanian di 

wilayah perkotaan (Hastuti, 2020). Akibat perkembangan wilayah lahan 

pertanian di perdesaan yang seharusnya sebagai sumber pangan kini berubah 

menjadi kawasan perumahan (Hastuti, 2020). Termasuk juga kawasan hutan 

yang semestinya dilestarikan, namun terancam beralih fungsi untuk kegiatan 

yang lain secara signifikan mengurangi fungsi perlindungan kawasan tersebut 

(Hamka dkk., 2025).  

Perubahan fungsi lahan terjadi sebagai respon terhadap meningkatnya 

kebutuhan penduduk dan tuntutan akan kualitas kehidupan yang lebih baik 

(Latief, 2022). Perkembangan wilayah yang pesat telah mendorong terjadinya 

alih fungsi lahan lindung menjadi lahan budidaya. Fenomena ini menjadi 

tantangan besar dalam menghadapi era perencanaan perkotaan yang disruptif di 

Indonesia, di mana proses perencanaan sering kali tidak sejalan dengan realitas 

pemanfaatan ruang (Margiansyah, 2020; Yudono dkk., 2020). Dalam jangka 

waktu tertentu, perubahan fungsi lahan tersebut berpotensi menyebabkan 

berbagai permasalahan lingkungan (Jazuli, 2017). Menurut Dharma dkk., 

(2023), bahwa pembangunan bangunan pabrik dan gedung perkantoran yang 

semakin meningkat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga perlu 

dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengatur pembangunan 

tersebut. Permasalahan pemanfaatan ruang memiliki keterkaitan yang 



 

2 

 

signifikan dengan penataan ruang, terutama dalam hal pengendalian 

pemanfaatan ruang yang belum optimal. Salah satu indikator pelanggaran 

tersebut adalah ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) yang menunjukkan adanya kelemahan dalam penataan ruang  

(Lababa, 2021). 

Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan 

bahwa pengendalian pemanfaatan ruang memiliki peran yang penting dalam 

mengevaluasi efektivitas perencanaan tata ruang guna mewujudkan tertib tata 

ruang (Nurhikmahwati dkk., 2021). Pemanfaatan ruang pada implementasinya 

terkadang tidak selaras dengan rencana tata ruang yang berlaku. 

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi dipicu oleh berbagai faktor, 

termasuk desakan kebutuhan ruang terhadap ketersediaan ruang, mekanisme 

pengendalian yang belum optimal, serta penegakan hukum yang kurang tegas. 

Hal ini menunjukkan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang perlu 

dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang tertib tata ruang. 

Kecenderungan penyimpangan ini dapat terjadi karena kurangnya 

memperhatikan aspek pelaksanaan terhadap produk rencana tata ruang atau 

pemanfaatan ruang mengabaikan rencana tata ruang yang ada (Kartika, 2011).  

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan agar pemanfaatan ruang dapat 

berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang harus 

dikendalikan agar sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

Pengendalian pemanfaatan ruang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2021 dilakukan melalui Penilaian Pelaksanaan KKPR dan pernyataan 

mandiri pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, Pemberian insentif dan 

disinsentif, pengenaan sanksi, serta penyelesaian sengketa penataan ruang. 

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 

2013 bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai Pusat Kegiatan 

Nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing, 

dan berjati diri budaya Bali. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui sinergi 

pengembangan Wilayah Badung Utara, Badung Tengah, dan Badung Selatan 
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secara berkelanjutan, yang berbasis pada kegiatan pertanian, jasa, dan 

kepariwisataan guna mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi 

dari falsafah Tri Hita Karana. Kecamatan Kuta Utara secara khusus berkembang 

sebagai kawasan yang didukung oleh aktivitas perdagangan dan jasa, pelayanan 

publik, kepariwisataan, serta pertanian. Kebutuhan terhadap lahan 

menyebabkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Badung terutama di Desa 

Canggu, Kecamatan Kuta Utara yang menjadi fokus kegiatan perdagangan dan 

jasa, serta pariwisata menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun internasional. 

Kondisi ini mengakibatkan pemanfaatan ruang di Desa Canggu mengalami 

perubahan drastis yang dipicu oleh berbagai aktivitas masyarakat serta 

perluasan pembangunan infrastruktur pariwisata oleh investor dan pengembang 

properti (Wahyundaria & Sunarta, 2020).  

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang pesat di Provinsi 

Bali mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, khususnya lahan sawah 

beririgasi yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan. 

Kondisi ini menyebabkan hilangnya berbagai manfaat, terutama penurunan 

luasan budidaya padi (Wahyundaria & Sunarta, 2020). Berdasarkan Berita 

Dewata (2025), upaya untuk mengendalikan penurunan sumber daya alam dan 

lahan sawah Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Perda Nomor 26 

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 

2013-2033. Dalam RTRW tersebut terdapat arahan penggunaan lahan untuk 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas 6.675 hektar. 

Perkembangan pembangunan di Desa Canggu kerap mendorong perubahan 

fungsi dari peruntukan lahan pertanian yang telah ditetapkan pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 

9 Tahun 2021. Berdasarkan penelitian Kartika dkk., (2020), bahwa luasan lahan 

pertanian di Desa Canggu tahun 2011 adalah 302,30 hektar dan pada tahun 2020 

lahan pertanian di Desa Canggu adalah 260 hektar atau 40% dari luas 

keseluruhan lahan pertanian di Desa Canggu. Dengan demikian, dalam rentang 

waktu tersebut telah terjadi alih fungsi lahan pertanian seluas 42,30 hektar. Alih 

fungsi lahan pertanian menjadi lahan akomodasi wisata seperti hotel, villa, 
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homestay, restoran, dan fasilitas penunjang wisata lainnya. Perlu adanya 

pengendalian pemanfaatan ruang terhadap ketidaksesuaian fungsi lahan 

pertanian yang terus mengalami peningkatan setiap tahun terjadi di Desa 

Canggu yang mengancam ketahanan pangan.  

Berdasarkan uraian tersebut, Desa Canggu cenderung mengalami 

pengurangan lahan pertanian dikarenakan mengalami perkembangan wilayah 

yang pesat. Penelitian ini berfokus pada pola sebaran ketidaksesuaian lahan 

pertanian, faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian lahan pertanian, serta 

kendala dan solusi dalam pengendalian pemanfaatan ruang khusunya zona 

pertanian di Desa Canggu. Adapun judul penelitian ini adalah “Ketidaksesuaian 

Lahan Pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang untuk Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang di Desa Canggu”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola sebaran ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana 

Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara khususnya zona pertanian di 

Desa Canggu?  

2. Apa faktor penyebab ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail 

Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara khususnya zona pertanian di Desa 

Canggu? 

3. Bagaimana kendala dan solusi pengendalian pemanfaatan ruang dalam 

mengatasi ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail Tata 

Ruang Kecamatan Kuta Utara khususnya zona pertanian di Desa Canggu?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat, tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pola sebaran ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana 

Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara khususnya zona pertanian di 

Desa Canggu. 
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2. Mengetahui faktor penyebab ketidaksesuaian lahan pertanian pada 

Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara khususnya zona 

pertanian di Desa Canggu; dan 

3. Mengetahui kendala dan solusi pengendalian pemanfaatan ruang dalam 

mengatasi ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail Tata 

Ruang khususnya zona pertanian Kecamatan Kuta Utara di Desa Canggu. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dan diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pengembang ilmu 

pengetahuan dalam hal: 

a. Menambah wawasan/pengetahuan penulis secara pribadi mengenai 

penyebab terjadinya ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana 

Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara di Desa Canggu. 

b. Memberikan informasi tambahan terkait kendala dan solusi 

pengendalian pemanfaatan ruang dalam mengatasi ketidaksesuaian 

lahan pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta 

Utara di Desa Canggu. 

2. Manfaaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi 

pemangku kepentingan dan masyarakat umum dalam hal: 

a. Pelaksanaan RDTR yang lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan 

pemanfaatan ruang pada Lona Pertanian. 

b. Memberikan sudut pandang terkait kebijakan yang diambil untuk 

mengatasi ketidaksesuaian RDTR pada lahan pertanian. 

E. Batasan Masalah 

Pelaksanaan penelitian yang berfokus dan sesuai dengan inti permasalahan 

yang dikaji, perlu ditetapkan batasan masalah guna memperjelas pembahasan 

sehingga memudahkan pencapain tujuan penelitian. Berikut merupakan 

batasan masalah dalam penelitian ini: 
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1. Kajian utama dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian lahan 

pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang khususnya zona pertanian di 

Desa Canggu. 

2. Kebijakan penataan ruang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 beserta peraturan turunannya, yaitu RDTR Kecamatan 

Kuta Utara yang berfokus kajian zona pertanian di Desa Canggu. 

3. Penerapan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap lahan pertanian 

yang tidak sesuai pemanfaatannya di Desa Canggu 
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Adanya ketidaksesuaian lahan pertanian yang disebabkan oleh 

perkembangan kawasan pariwisata, khusunya di Desa Canggu. Kawasan 

pertanian di Desa Canggu sebagian  besar dialihfungsikan menjadi tempat 

kegiatan udaha maupun non usaha. Hasil analisis overlay menunjukkan 

bahwa sebagian besar ketidaksesuaian lahan pertanian terjadi di Banjar 

Padang Linjong seluas 23,66 hektar dari total lahan pertanian yang termuat 

dalam RDTR Kecamatan Kuta Utara yang dialihfungsikan menjadi 

bangunan. Termasuk LP2B yang mengalami ketidaksesuaian seluas 5,43 

hektar akibat pembangunan yang mengalihfungsikan LP2B. 

2. Penyebab utama ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Desa Canggu adalah 

adanya kebutuhan ruang yang mendesak serta kebutuhan ekonomi 

masyarakat untuk menggunakan tanah pertanian yang dimiliki, baik untuk 

kepentingan usaha maupun non-usaha. Selain itu, ketidaktahuan atau 

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata ruang yang berlaku juga 

menjadi faktor utama, yang disebabkan oleh belum tersosialisasikannya 

rencana tata ruang secara menyeluruh kepada masyarakat. 

3. Pemerintah telah melakukan berbagai solusi melalui pengendalian 

pemanfaatan ruang untuk mengatasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. 

Namun, Pemerintah mengalami kendala dalam pelaksanaan pengendalian 

pemanfaatan ruang di lahan pertanian Desa Canggu, sehingga kesulitan 

dalam menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang 

telah ditetapkan. 

B. Saran 

1. Pemerintah mensosialisasikan secara intensif kepada masyarakat, investor, 

pengembang property, dan pelaku usaha terkait produk tata ruang terutama 
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di wilayah Kabupaten Badung sendiri terdapat RDTR tiap Kecamatan yang 

telah terintegrasi OSS, sehingga memudahkan masyarakat memanfaatkan 

ruang sesuai fungsi ruang baik untuk kegiatan berusaha maupun non 

berusaha yang selaras dengan rencana RDTR. 

2. Pemerintah mempercepat melakukan peninjauan kembali dan revisi terkait 

materi muatan Perbup Badung Nomor 9 Tahun 2021 terkait pelaksanaan 

teknis pengenaan sanksi tidak menjabarkan secara jelas bentuk pengenaan 

sanksi terhadap pengguna atau pemilik tanah yang tidak sesuai pemanfaatan 

ruangnya. 

3. Dalam penelitian ini tidak membahas secara keseluruhan intrumen 

pengendalian pemanfaatan ruang di lahan pertanian hanya sebatas 

ketidaksesuaian RDTR khususnya di zona pertanian. Oleh karena itu, 

penelitian ini dapat dikembangkan membahas ketidaksesuaian RDTR di 

zona lainnya. Di sisi lain, kendala peneliti pada saat penelitian melakukan 

analisis tumpang susun keterbatasan data peta penggunaan tanah Desa 

Canggu tahun 2025 skala 1:25.000 dengan peta LP2B Kecamatan Kuta 

Utara skala 1:18.000, sehingga data yang didapat kurang akurat. Sehingga, 

dapat dikembangkan membahas kesesuaian LP2B dengan skala yang lebih 

relevan. 
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